
WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang
sekaligus merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
masa depan;

b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,
maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial
dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya pembinaan dan
perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan
memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya
perlakuan tanpa dikriminasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan
Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention
Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO
mengenai penghapusan Tenaga Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3824);
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

16. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3164);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4768);

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP
235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang menbahayakan
Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak ;

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun
2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
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22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 04);

23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan dan perlindungan anak.

6. Anak adalah seorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada
dalam kandungan.

7. Pembinaan dan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin terlaksananya
Pembinaan dan Perlindungan terhadap hak anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri
dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah
dan/atau ibu angkat.

10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh
sebagai orang tua terhadap anak.

11. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;
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c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual,
maupun sosial.

13. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat
umum minimal 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

14. Anak yang menyandang cacat atau berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami
hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan
perkembangannya secara wajar.

15. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau
memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

16. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan
dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

17. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya
atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

18. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara,
membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang
dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.

19. Anak yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, , alcohol, psikotropika dan zat
adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

20. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi
dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.

22. Pekerja anak adalah anak yang berusia dibawah 18 Tahun yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

23. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan dengan membayar upah atau imbalan yang berbentuk lain.

24. Anak balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal
perkembangan manusia.

25. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.

26. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau ancaman kekerasan adalah anak yang
mengalami prilaku salah dari orang lain seperti dianiaya, dihina yang membahayakan anak
secara fisik, mental sosial anak.

27. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau
lebih unsur-unsur peraturan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan
kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentangan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan
atau berakibat mengeksploitasi anak.

28. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi kondisi yang
membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi,
anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.

29. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam konfik dengan
hukum dan anak korban tindak pidana .
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30. Lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga
yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak
sendiri dan berminat secara bertegak bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan
oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam meningkatkan
taraf hidup dan sejahtera masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara
swadaya.

31. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang dapat perlakuan yang tidak sesuai dengan
hak-hak anak.

32. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau dapat mengakibatkan
kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.

33. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat
pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan atau menyebabkan kematian.

34. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan
psikis berat pada seseorang.

35. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan
hubungan seksual, baik dengan dengan wajar atau tidak disukai orang lain dengan tujuan
komersial dan atau tujuan tertentu.

36. Korban adalah anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan serta
kelalaian ;

37. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam
bidangnya.

38. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari
unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi,
organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan
anak.

39. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang
memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD
dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

40. Eksploitasi adalah memanfaatkan, memperalat atau memaksa orang lain untuk
mendapatkan keuntungan pribadi yang bersifat material.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar
Konvensi Hak-hak anak meliputi :

a. non diskriminasi;

b. kepentingan terbaik bagi anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan

d. menghargai pendapat anak.

Pasal 3

(1) Pembinaan dan perlindungan anak bertujuan untuk :

a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi
terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

b. membentuk karakter anak berdasarkan falsafah Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi
Kitabullah sesuai dengan filosofi adat alam Minangkabau.
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